
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Pemberian legal standing kepada rakyat sebagai pemohon perkara pembubaran 

partai politik sangat urgen mengingat pelaksanaan kedaulatan rakyat dan prinsip 

negara hukum sepenuhnya berada di tangan rakyat sesuai dengan apa yang 

diamanatkan dalam UUD NRI 1945 bahwa “kedaulatan berada di tangan 

Rakyat”. Perluasan permohonan dalam aspek  “pemohon” pembubaran partai 

politik menjadi suatu hal yang sangat penting untuk  dipertimbangkan dalam 

upaya mewujudkan sistem yang lebih demokratis dan menjunjung nilai-nilai 

kedaulatan rakyat. Saat ini Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi tersebut haruslah diperluas dengan menjadikan rakyat sebagai 

pemohon dalam usulan pembubaran partai politik, masyarakat memiliki hak dan 

peran besar terhadap perkembangan perpolitikan di Indonesia. 

2. Perluasan legal standing pemohon dalam pembubaran partai politik diberikan 

kepada masyarakat. Masyarakat yang dimaksud harus melalui prosedur class 

action (gugatan perwakilan). Pengaturan pengajuan permohonan pembubaran 

partai politik oleh masyarakat class action (gugatan perwakilan) kepada 

Mahkamah Konstitusi harus memenuhi proseduralclass action. 



5.2 Saran 

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian tentang 

urgensi perluasan legal standing pemohon dalam  pembubaran partai politik oleh 

Mahkamah Konstitusi adalah:  

1. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diharapkan agar segera 

merevisi Pasal 68 Undang-Undang Mahkamah Kostitusi beserta penjelasannya 

dengan mengakomodir perseorangan atau kelompok masyarakat sebagai 

pemohon perkara usul pembubaran partai politik, dan bagi masyarakat agar lebih 

proaktif dalam melakukan pengawasan terhadap partai politik.  

2. Rumusan kalimat Pasal 68 ayat (2) diberikan penafsiran yang lebih tegas yakni 

untuk dapat membubarkan partai politik, pemohon wajib menguraikan dengan 

jelas dalam permohonannya tentang ideologi, asas, tujuan, program, dan 

kegiatan partai politik yang bersangkutan, yang dianggap selain bertentangan 

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga bertentangan 

dengan Undang-Undang lainnya. 
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